BAB V1

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

Peranan Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Masyarakat Daerah
Istimewa Yogyakarta Terhadap Pendidikan Anak Dalam Perspektif Gender
mendukung terciptanya kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan dan
anak menuju masyarakat yang partisipatif, scjahtera dan berbudaya yang
mempunyai kewajiban untuk mengajak, menggerakkan, memberdayakan dan
mendorong masyarakat agar bisa mengakui, menghargai dan melindungi hak-
hak perempuan dan anak sehingga tercapai kesetaraan dan keadilan gender
bagi perempuan dan anak serta menjadi masyarakat yang maju yang dimulai
dari pembentukan keluarga yang direncanakan tetapi tidak meninggalkan
nilai-nilai budaya yang ada didalam masyarakat schingga menjadi manusia-

manusia yang berkarakter.

B. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dikemukakan bahwa adanya
BPPM dapat dijadikan sebagai masukan atau informasi khususnya bagi
lembaga terkait, pemerintah yang berwenang, dan masyarakat terhadap
pendidikan anak dalam perspektif gender, agar bisa menciptakan generasi-

generasi penerus yang tidak lagi ketinggalan ilmu pengetahuan dan informasi.
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C. Saran

1. Bagi Pemerintah
Pemerintah lebih memfasilitasi badan-badan yang ada di daerah untuk
mengembangkan dan meningkatkan pemberdayaan perempuan dan anak
dalam memberikan sosialisasi dan penyuluhan sampai ke pedesaan atau
pedalaman sebagai wujud nyata visi dan misi dari Badan Pemberdayaan
Perempuan.

2. Bagi Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Masyarakat
BPPM agar lebih mendengarkan aspirasi masyarakat dan menyelesaikan
masalah-masalah yang ada di masyarakat terutama perempuan dan anak
dalam kesetaraan dan keadilan gender dan meningkatkan peran serta
meningkatkan partisipasi perempuan sebagai pengambil keputusan dalam

pembangunan maupun  pengembangan usaha ekonomi masyarakat.
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Nomor : A. 1127 /FKIP UPY/V/2015 Yogyakarta, 23 Mei 2015
Hal : Surat Ijin Penelitian
Kepada Yth. :

Walikota Yogyakarta
¢.q Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta
di Yogyakarta

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan FKIP Universitas PGRI Yogyakarta,
dengan ini memohonkan ijin penelitian bagi mahasiswa :

Nama : PETROSA YULIASA DIAH RAWALETA

Nomor Mahasiswa : 101 443 0 0039

Semester/Program Studi : XIT/ PPKn

Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Alamat Mahasiswa : JI. PGRI

Judul Penelitian : PERANAN BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN MASYARAKAT DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TERHADAP PENDIDIKAN ANAK

DALAM PERSPEKTIF GENDER

Waktu Penelitian : bulan Mei - Juni 2015

Tempat Penelitian : Dusun Kalangan, Desa Tirtohargo, Kecamatan Kretek,
Kabupaten Bantul

Atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

Tembusan kepada Yth. :
1. Kepala Dinas Pendidikan

2. Mahasiswa yang bersanghkutan
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D, PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
ol SEKRETARIAT DAERAH
Wgp/ Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
(=] YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / LJIN

070/REG/V/104/4/2015
Membaca Surat  : DEKAN FKIP Nomor : A758/FKIP UPY/11/2015
Tanggal : 14 MARET 2015 Perihal : 1JIN PENELITIAN/RISET
Mengingat: 1. P P rintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan
Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegitan Penelitian dan Pengembangan di

Indonesia; .
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkunga
Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubemur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2003, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan

Organisasi di Lingk S Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubemur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 g Ped ) Pelay Perizinan,
Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah

Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/peng 1gan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama  :PETROSA YULIASA DIAH ROWALETA NIP/NIM : 10144300039

Alamat  :FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN, PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN
SOSIAL, UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Judul :PERANAN BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP PENDIDIKAN ANAK DALAM PERSPEKTIF
GENDER

Lokas  :BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT DIY

Wakdu 6 APRIL 2015 +d 6 JULI 2015

Dengan Ketentuan

1. Meny kan surat ganlijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/ udi lapangan *) dari Pemerintah Daerah
DIY kepada Bupati/Walikota melalui institus yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;

2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubemur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan
Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan
asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;

3. ljin ini hanya dipergunakan untuk keperiuan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang beraku di lokasi kegiatan,

4. ljin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunj 1 surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah
mengajukan perpanjangan melalui i g.jogjaprov.go.id;
5. ljin yang diberikan dapat dibatalkan sewakiu-waku apabila p gang ijin ini tidak shi ketentuan yang beraku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal 6 APRIL 2015
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
. 0D,

Tembusan:
1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. WALIKOTA YOGYAKARTA C.Q DINAS PERIJINAN KOTA YOGYAKARTA
3. BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT DIY
4. DEKAN FKIP, UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

® YANG BERSANGKUTAN



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN

JI. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515865, 515866, 562682

Fax (0274) 555241
E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

Membaca Surat

Mengingat

Diijinkan Kepada

Lokasi/Responden
Waktu

Lampiran

Dengan Ketentuan

Tanda Tangan
Pemegang lzin

Fial

X

PETROSA YULIASA DIAH

ROWALETA

Tembusan Kepada :

SURAT IZIN

NOMOR : 070/2079
3627/34

Dari Dekan FKIP - Univ. PGRI Yogyakarta
Nomor : A.1127/FKIP/UPY/2015 Tanggal : 29 Mei2015

1

Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang
Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian,
Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa
Yogyakarta.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan,
Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian izin
Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota
Yogyakarta;

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas
Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Nama . PETROSA YULIASA DIAH ROWALETA

No. Mhs/ NIM : 101443000039

Pekerjaan . Mahasiswa FKIP - Univ. PGRI Yogyakarta

Alamat : JI. PGRI | Sonosewu No. 117 Yogyakarta

Penanggungjawab : Rosalia Indriyati, M.Si.

Keperluan . Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PERANAN BADAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP PENDIDIKAN ANAK DALAM
PERSPEKTIF GENDER

Kota Yogyakarta
29 Mei 2015 s/d 29 Agustus 2015
Proposal dan Daftar Pertanyaan

1.

Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta
(Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)

2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat

3. lzin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu
kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan iimiah

4.  Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya

ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan
seperlunya

Dikeluarkan di : Yogyakarta
-Pada Tanggal : 29-5- 2015
. ,MKepala Dmas Perizinan
2 'Sekretaris

O Dis: HARDONO
O VNP7 195804101985031013

Yth 1.Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)

2.Ka. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta
3.Dekan FKIP - Univ. PGRI Yogyakarta
4.Ybs.
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Pertanyaan Wawancara di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat
Daerah Istimewa Yogyakarta untuk BPPM :

1.

(8]

Apa tujuan dibentuknya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat
DIY?

Kapan berdirinya Badan Pemberdayaan Perempuan?

Siapa yang memprakarsai adanya Badan Pemberdayaan Perempuan?
Bagaimana sejarah dibentuknya Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Masyarakat DIY?

Apa visi dan misi dari Badan Pemberdayaan Perempuan?

Bidang apa saja yang ditangani oleh Badan Pemberdayaan Perempuan?
Kegiatan apa saja yang dibentuk/dibangun oleh Badan Pemberdayaan
Perempuan?

Usaha apa saja yang sudah dijalani oleh Badan Pemberdayaan Perempuan?



Wawancara dengan anak di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat
Daerah Istimewa Yogyakarta :

1. Contoh apa saja tindak kekerasan terhadap anak?
2. Apa pendapatmu mengenai diskriminasi terhadap anak?

Bagaimana anak perlu berpartisipasi?



PER
, &

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR /& /KEP/2015

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA

Menimbang

a.

YOGYAKARTA TAHUN 2012 - 2017

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4A ayat (1)
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8

‘Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menergah Duaerah Tahun
2012-2017, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor
104 Tahun 2014 tentang Perubahan Target Pencapaian
Sasaran Tahunan Rencana Jangka Menengah, Kebijakan
Umum dan Program Pembangunan serta Indikator Kinerja
Utama  Gubernur Rencana Pernbangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2012-2017;

bahwg untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3
Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2014 tenitang
Perubahan Target Pencapaian Sasaran Tahunan Rencana
Jangka Menengah, Kebijakan Umum  dun Program

Pembangunan serta Indikator Kinerja (iiama Gubernur
Rencana Pembangunan Jangka Menengal Ducrah Tahun
2012-2017, perlu dilakukan perubaliagy  «rox Rencina

Femerinta

Strategis Satuan Kerja Perangkat D
Daerah Daerah Istimewa Yourvalkarta T
bahwa Badan Perencanaan Pembangunan 0.
melakukan verifikasi alhir terhadap Runcan
Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja g
Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimews Yogyakarta,

bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pxsal 97 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Namoy &
tentang Tahapan, Tatacara Peny
Evaluasi Pelaksanaan Eenc
Perubahan Rensta Swpp

Bapgeds

S Tahuan 2008

1dalian, dan

. Daey

ah




Menetapkan
KESATU

€. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor g
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi  Pelaksanaan Rencane
Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah tahun 2012 - 2017 (Lembaran Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Tuhun 2013 Nomor 6;
Tambahan lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 6);

10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menergah Daerah tahun
2012- 2017 (Lembaran Daerah Daerah istimewa Yogyakarta
Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 8);

11..Peraturan Gubernur Daerah Istimews Yogyakarta Nomor

Umum dan Program Pembangunan serta Indikator Kinerja
Utama  Gubernur Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2012-2017 (Berita Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nornor 104)

MEMUTUSKAN:

Mengesahkan Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja
Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Daerah [stimewa
Yogyakarta Tahun 2012-2017 yang meliputi:

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;

2. Dinas Kesehatan:

3. Rumah Sakit Grhasia;

4. Dinas Pekerjaan Umum. Perumahan dan Enerel Sumber
Daya Mineral;

S. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

7. Badan Lingkungan Hidup;

8:. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyaraloas

9. Dinas Sosial;

10. Dinas Tenaga Kerja dan Tran.

11. Dinas Perindagi-



Mengingat

1

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam: huruf a, huruf b, hururf ¢, dan huruf d, perlu
menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan
Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat
Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2012-2017;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3
Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonresia Nomor 827);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Siitemn
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

-Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
£§339);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganu
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahar
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran

-Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 2, 10 dan 11 Tabun
195C (Berita Negara Republik Indonesis Tahun 19360
Nomeor 58);

Peraturan Pemerintah Norior 39 Tahun 2000 entang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluas: Pelaksanaan Re
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Incui. wia
Tahun 2006 Nomor 96, Tambalan Lembaranr Negara
Republik Indonesia Noirnor 4563 )

Peraturan Pemerintzh  Nomu: & Tuhun 2008 tentang
Tahapan, Tata Car: 0 2

Evaluasi Pelaksan
(Lembaran Negara Ren
21, Tambahan Lembarsn

TLr 4817
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KEDUA

KETIGA

12. Badan Kerjasama dan Penanamar Modal;

13. Dinas Kebudayaan;

14. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
1S. Badan Penanggulangan Bernicana Daerah;

16. Satuan Polisi Pamong Praja;

17. Biro Tata Pemerintahan;

18. Biro Hukum;

19. Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan
Kemasyarakatan;

20. Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam;
21. Biro Administrasi Pembangunan;

22. Biro Organisasi;

23. Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol:
24. Sekretariat DPRD;

25. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
26. Badan Pendidikan dan Pelatihan;

27. Inspektorat;

28. Badan Kepegawaian Daerah;

29. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;

30. Badan Perpustakaan dan Arsip Baerah;

31. Dinds Pertanian;

32. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;

33. Dinas Pariwisata; dan

34. Dinas Kelautan dan Perikanan.

dengan hasil verifikasi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-
2017 sebagaimana dimaksud dalam tuin KESATL
merupakan pedoman bagi Satuan K Davirah
Pemerintah Daerah Daerah v g dalam
enyusun rancangan Perubahan Rencana Kerja Sutvian Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2012-2017

K Tjia

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerai sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU menetapkan Perubahan
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daecrah yang
dipimpinnya dengan menyesuaikan
sebagaimana dimaksud dalam Diktum K 3
(tlx‘ljuh) hari setelah Keputusan Gubernuy ini mula

has] verifikaui
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Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal /g JANUFRI L0/~
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Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Sekretaris Daerah DIY;

2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemda DIY;

4. Kepala Biro Hukum Setda DIY;

untuk diketahui d tau dipergunakan sebagaimana mestinye

~



(s

Erensasyef
2qakuag 1o

Jusg seH

J"CIOT NA

iVADOA
AN
NVOLVS
SEONEd
NVINEL
AOWON
vaava
nLOdED
RIANY'T



s

e N
\*b_uf-

(s)
BIBNSISHBE

2qafuad 10

juag iseq




S

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan Perempuan
dan Masyarakat DIY tahun 2012 — 2017, telah dilakukan Reviu berdasarkan hasil
pencermatan antara BPPM DIY, BAPPEDA DIY dan Biro Organisasi Setda DIY
dengan mengacu kepada:
1. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2014 tentang Reviu Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY tahun 2012 -
2017.
2. Peraturan Gubernur Nomor 104 tahun 2014 tentang Reviu Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa
Yegyakarta tahun 2012 - 2017.

Yogyakartat{ 18¢ruari 2015
MENGETAHUI/MENYETUJUI

Kepala Bidang Kepala Bidang
Pengembangan Partisipasi Perlindungan Hak-Hak Perempuan
Perempuan
SRI HARTATI.SKM, M. Kes. WATI MARLIAWATI, SH M.Kes.
NIP.18580213 198201 2 002 NIP.19530510 198412 2 008
Kepala Bidang Kepala Bidang
Keluarga Berencana Pemb, rdaﬁan M}syarakat
drg. RETNO NURMAWATI, M.Kes Drs. SENO ADMOJO, M.Si
NIP.19610329 198610 2 003 NIP.19580217 197812 1 001

Kepala Badan
/f‘—;\

emberdayaan Perempuan

) S

.
SHVASTI, Msi )
4012003 ,
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PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT
(BPPM)

JL.Tentara Rakyat Mataram No. 31 Yogyakarta, Telp. (0274) 562714
Fax (0274) 558402 Kode Pos 55231
E-mail : bppm@jogjaprov.go.id Website : www.bppm.jogjaprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 188/1037
TENTANG :

REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2012 - 2017

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan
pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan,
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Masyarakat perlu dilakukan Reviu Rencana
Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. bahwa Reviu Rencana Strategis disusun sebagai
acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.

c. bahwa dengan berdasarkan pertimbangan
sebagaimana disebut dalam point a dan b diatas,
perlu  ditetapkan Keputusan Kepala Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah
Istimewa Yogyakarta tentang Reviu Rencana
Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun
2012 - 2017.

Mengingat : 1. Undang - Undang Memor : 25 Tahun 2004 Tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

2. Peraturan Pemerintah Nomor : & tahun 2008
Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2008 Nomor: 21, tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4817).

3. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor:7 Tahun 2008 Tentang
Organisasi dan Tatakerja inspektoral, badan




Menetapkan :

Pertama

Kedua

Ketiga

Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga
Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Gubernur Nomor : 59 Tahun 2008 tentang
Rincian Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Masyarakat.

_MEMUTUSKAN :

REVIU RENCANA STRATEGIS {(RENSTRA)
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
MASYARAKAT DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TAHUN 2012 —2017

Dokumen Reviu Rencana Strategis Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017 dimaksud
sebagai pedoman penyusunan program dan
kegiatan selama lima tahun.

Dokumen Reviu Rencana Stralegis Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017 ini berlaku
sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 2 ¥gpruari 2015
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GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 59 TAHUN 2008

TENTANG
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT

Menimbang

Mengingat

b - X

g 5

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

bahwa berdasarkan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Daerah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tatakerja | Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daeran
dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Dasrah Istimewa
Yogyakarta, disebutkan bahwa Uraian tugas Inspektorat,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis
Daerah da&n Satuan Polisi Pamong Praja diatur dengan
Peraturan Gubermnur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, peru menetapkan Peraturan Gubemur tentang
Rincian Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan
dan Masyarakat;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Istimewa Yogydkarta sebagaimana
telah diubah beberapa kat terakhir dengan Undang-Undang
Nomor @ Tahun 1¢55;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Reputilik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara

. Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),;

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 teptang
Berakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Fahun
1950;

e



4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Provinsi Daersh Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007
Nomer 7);

5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimeawa Yogyakarta Nomor
7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis
Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakanta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RINCIAN TUGAS DAN

FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

MASYARAKAT
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1.

Badan adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kota Yogyakarta,
Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, dan
Kabupaten Sleman.

Gubemur adalah Gubemur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta.



BAB I
ORGANISASI

Bagian Pertama
Tugas dan Fungsi Badan
Pasal 2

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebjjakan daerah bidang
pemberdayaan perempuan, keluarga sejahtera dan keluarga berencana, serta
masyarakat.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja pemberdayaan perempuan, keluarga sejahtera dan
keluarga berencana, seria masyarakat;

b. penyusunan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan, keluarga
sejahtera dan keluarga berencana, serta masyarakat;

¢. pengembangan partisipasi dan potensi perempuan;

d. penyelenggaraan perlindungan hak-hak perempuan dan anak korban
kekerasan;

e. penyelenggaraan pengarusutamaan gender;

f. penyelenggaraan pembinaan dan pemberdayaan organisasi perempuan dan
lembaga yang peduli terhadap perempuan;

g. fasiltasi dan advokasi keluarga sejahtera, keluarga berencana dan kesehatan
reproduksi;

h. penyelenggaraan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi
masyarakat;

i. pemberian fasilitasi pemberdayaan perempuan Kabupaten/Kota;

j. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang pemberdayaan
perempuan, keluarga sejahtera dan keluarga berencana, serta masyarakat;
k. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan.

|.  pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubemur sesuai dengan tugas dan

fungsinya.
3



Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 4

(1) Badan terdiri dari:
a. Sekretarnat;
Bidang Pengembangan Partisipasi Perempuan
Bidang Peilindungan Hak-Hak Perempuan
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Bidang Keluarga Berencana
UPTLTD;
Kelompok Jabatan Fungsional.

@ ~ 0o oo o

Sekretariat, Bidang, UPTLTD, dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris, Kepala
Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis, dan seorang Tenaga Fungsional Senior
yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala
Badan.

(2

BAB Il
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

y
Bagian Pertama
Sekretariat
Pasal 5

.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pengelolaan
data dan sistem. informasi, ketatausahaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
Badan.

Pasal 6

Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5 Sekretariat mempunyai
fungsi :

a. penyusunan program Sekretariat;

b. penyusunan program Badan;

c. koordinasi dan fasiltasi perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan
perempuan dan masyarakat,

d. penyelenggaraan urusan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan,
kepustakaan, serta efisiensi dan tatalaksana Badan;

4



penyelenggaraan administrasi kepegawaian Badan:

- o

pengelolaan keuangan dan barang Badan;
pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;

T @

penyelenggaraan monitering dan evaluasi program Badan:

i. fasilitasi pengembangan kerjasama teknis:

evaluasi dan penyusunan laporan program Badan;

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(o

Pasal 7

Sekretariat terdiri dari :
a. Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi; ) . -

b. Subbagian Keuangan;
c. Subbagian Umum. ’

Pasal 8

(1) Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi mempunyai tugas menyusun
program, mengelola data, mengembangkan sistem informasi, monitoring,
evaluasi dan menyusun laporan Badan,

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbagian
Program, Data dan Teknologi Informasi mempunyai fungsi :

a. penyusunan program Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi :
b. penyusunan program Badan;

c. pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem
informasi;

penyiapan bahan fasilitasi pengembangan kerjasama teknis;
pengendalian, monitoring dan evaluasi program Badan:
penyusunan |aporan program Badan:

pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian
Program Data, dan Teknologi Informasi.

@ ~ 0o an

Pasal 9

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan Badan.
(2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbagian Keuangan
mempunyai fungsi :
a, penyusunan program Subbagian Keuangan;
b. penyusunan rencana anggaran Badan;
c. pelaksanaan perbendaharaan keuangan Badan;
d. pelaksanaan akuntansi keuangan Badan;

5



pelaksanaan verifikasi anggaran Badan;
penyusunan pertanggungjawaban anggaran Badan;

pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laperan  program Subagian
Keuangan.

Pasal 10

(1) Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kearsipan,
kerumahtanggaan,  pengelolaan barang,  kepegawaian, kehumasan,
kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Badan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbagian Umum
mempunyai fungsi :

a
b
c
d
e.
f.
g
h

penyusunan program Subbagian Umum:;
pengelolaan kearsipan;

penyelenggaraan kerumahtanggaan Badan:

pengelolaan barang Badan;

pengelolaan data kepegawaian Badan:

penyiapan bahan mutasi pegawai Badan:

penyiapan kesejahteraan pegawai Badan:

penyiapan bahan pembinaan pegawai Badan:
penyelenggaraan kehumasan Badan:

pengelolaan kepustakaan Badan;

penyiapan bahan efisiensi dan tatalaksana Badan:
pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Umum.

Bagian Kedua
' Bidang Pengembangan Partisipasi Perempuan
Pasal 11

Bidang Pengembangan Partisipasi Perempuan mempunyai tugas melaksanakan
pengembangan partisipasi perempuan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 11, Bidang
Pengembangan Partisipasi Perempuan mempunyai fungsi :

a. penyusunan program Bidang Pengembangan Partisipasi Perempuan;
b. penyusunan dan mengatur kebijakan pengarusutamaan gender;

c.

koordinasi dan fasilitasi pengembangan Organisasi Perempuan;

6



d. koordinasi dan fasiiitasi penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender;

e. evaluasi dan penyusunan laporan pelakanaan program Bidang Pengembangan
Partisipasi Perempuan;

1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan
fungsinya.

Pasal 13

Bidang Pengembangan Partisipasi Perempuan terdiri dari :

L~

a. Subbidang Pengarusutamaan Gender;
b. Subbidang Pengembangan Kelembagaan Organisasi Perempuan.

Pasal 14

(1) Subbidang Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas meiaksanakan
pengarusutamaan gender,

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1). Subbidang
Pengarusutamaan Gender mempunyai fungsi :

a.
b.

penyusunan program Subbidang Pengarusutamaan Gender;

penyelenggaraan fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan
mekanisme Pengarusutamaan Gender

koordinasi dar fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang
responsif Gender;

. penyelenggaraan dan fasilitasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender

penyelenggaraan pemberdayaan tokoh/pemimpin perempuan di masyarakat
dan pengembangan potensi perempuan;

evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbidang
Pengarusutamaan Gender.

Pasal 15

(1) Subbidang Pengembangan Kelembagaan Organisasi Perempuan mempunyai
tugas menyelenggarakan fasilitasi dan pelayanan terhadap lembaga masyarakat
dan dunia usaha.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbidang
Pengembangan Kelembagaan Organisasi Perempuan mempunyai fungsi :

b.

penyusunan program Subbidang Pengembangan Kelembagaan Organisasi
Perempuan,
penyelenggaraan jejaring kerja antar lembaga masyarakat dan organisasi
perempuan dalam pemberdayaan perempuan, peningkatan kesejahteraan
dan perlindungan perempuan dan anak;
penyelenggaraan dan fasilitasi penguatan lembaga masyarakat dan
organisasi perempuan untuk pelaksanaaan pengarusutamaan gender dan
peningkatan kesejahteraan dan perindungan perempuan dan anak;

7



d. penyelenggaraan dan fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja
lembaga masyarakat dan organisasi perempuan untuk pelaksanaaan
pengarusutamaan gender dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan
perempuan dan anak;

€. penyelenggaraan dan fasilitasi lembaga masyarakat dan organisasi
perempuan untuk pelaksanaan rekayasa sosiaj untuk mewujudkan keadilan
dan kesetaraan gender dan perlindungan perempuan dan anak;

f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program  Subbidang
Pengembangan Kelembagaan Organisasi Perempuan.

Bagian Ketiga
Bidang Perfindungan Hak-Hak Perempuan
Pasal 16

Y]

Bidang Perlindungan Hak-Hak Perempuan mempunyai tugas menyelenggarakan
fasilitasi dan pelayanan terhadap peningkatan kualitas hidup dan perlindungan
perempuan dan anak.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 16, Bidang Perindungan
Hak-Hak Perempuan mempunyai fungsi ;

a. penyusunan program Bidang Perlindungan Hak-Hek Perempuan;

b. penyusunan pedoman teknis bidang Perindungan Perempuan dan anak serta
peningkatan kualitas hidup perempuan ;

C. penyelenggaraan dan fasilitasi Perlindungan Perempuan dan anak serta
peningkatan kualitas hidup perempuan;

penyelenggaraan sistem informasi gender dan anak;

€. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Perindungan
Hak-Hak Perempuan:

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
Pasal 18

Bidang Perindungan Hak-Hak Perempuan terdiri dari :
a. Subbidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan:; ’ \ )
b.  Subbidang Data dan Informasi Gender dan Anak. T

Pasal 19

(1) Subbidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan mempunyai tugas
melaksanakan peningkatan kualitas hidup perempuan dan perindungan
perempuan dan anak.



(2) Untuk melaksanakan tugas sebzgaimana dimaksud ayat (1), Subbidang
Kualitas Hidup dan Perindungan Perempuan mempunyai fungsi :

a.

penyusunan program Subbidang  Kualitas Hidup cdan Perlindungan
Peremguan;
pelaksanaan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan;

pelaksanaan kebijakan periindungan terhadap tenaga kerja perempuan,
perempuan lanjut usla, perempuan di daerah konflik dan bencana,
perempuan penyandang cacat, perempuan korban tindak kekerasan serta
perdagangan perempuan:

pelaksanaan kebijakan peningkatan kesejahteraan dan perfindungan anak;
pelaksanaan pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program
pembangunan;

penyelenggaraan jejaring  kerja antar Instansi/lernbaga/LSM untuk
meningkatkan kualitas hidup dan perindungan perempuan dan anak:
pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pengintegrasian program kegiatan
peningkatan kualitas hidup perempuan;

pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pengintegrasian program kegiatan
perlindungan tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia, perempuan

pembinaan peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan
perempuan dan anak; %

evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program  Subbidang
Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan,

Pasal 20

(1) Subbidéng Data dan Informasi Gender dan Anak mempunyai  tugas
melaksanakan Penyusunan Data dan Informasi Gender darj Anak.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbidang Data
dan Informasi Gender dan Anak mempurnyai fungsi :

a.
b.
c.

penyusunan program Subbidang Data dan Informasi Gender dan Anak;
pelaksanaan kocrdinasi dan fasilitasi sistem informasi gender dan anak;
pengelclaan data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan
anak;

pelaksanaan mediasi dan advokasi serta penyusunan mode! informasi data
gender dan anak

evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbidang Data dan
Informasi Gender dan Anak.



Bagian Keempat
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Pasal 21 )

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
kebijakan teknis pembinaan, bimbingan dan pengendalian kegiatan pemberdayaan
masyarakat, penyelenggaraan fasilitasi dan pelayanan lerhadap lembaga
masyarakat dan dunia usaha

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 21, Bidang
Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

a. penyusunan program Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
b. penyusunan pademan teknis program pemberdayaan masyarakat;

c. koordinasi dan fasilitasi penguatan potensi masyarakat dan pengembangan
kelembagaan masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat,

d. penyelenggaraan penguatan potensi masyarakat dan pengembangan
kelembagaan masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat;

e. eveluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan Bidang Pemberdayaan
Masyarakat;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan cleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
Pasal 23

Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri darni :
a. Subbidang Penguatan Kelembagaan;
b. Subbidang Penguatan Potensi Masyarakat.

Pasal 24

(1) Subbidang Penguatan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan
pembinaan, kcordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbidang
Penguatan Kelembagaan mempunyai fungsi :

a. penyusunan program Subbidang Penguatan Kelembagaan;

b. penyelenggaraan, koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan
masyarakat;

c. pendayagunaan peran seria dan partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam
pembangunan;

d. pembinaan dan supervisi penguatan kelembagaan masyarakat;

e. koordinasi dan fasilitasi Unit Pangaduan Masyarakat,

f. koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan sosial budaya;
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g. koordinasi dan fasilitast pengembangan lembaga keuangan mikro pedesaan;
h. koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil desa dan profil kelurahan;
i. pembinaan dan supervisi pengolahan data profii desa dan profi! kelurahan;

J. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbidang
Penguatan Kelembagaan.

Pasal 25

(1) Subbidang Penguatan Potensi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan
pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penguatan potensi masyarakat.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbidang
Penguatan Fotensi Masyarakat mempunyai fungsi :

a. penyusunan program Subbidang Penguatan Potensi Masyarakat;

b. koordinasi dan fasilitasi pendataan potensi sumberdaya dan swadaya
masyarakat;
penyelenggaraan pelatihan masyarakat;

fasilitasi program kerjasama antar instansi, penyiapan dan pengembangan
program pemanfatan sumberdaya dan swadaya masyarakat;

e. koordinasi dan fasilitasi motivasi gotong royong, kesadaran sosial dan
partisipasi masyarakat dalam pembangunan;

f.  koordinasi dan fasilitasi pengembangan produksi dan pemasaran hasi!
ussha masyarakat;

g. koordinasi dan fasilitasi pengembangan pelayanan teknologi perdesaan;

h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbidang
Penguatan Potensi Masyarakat.

Bagian Kelima
Bidang Keluarga Berencana
Pasal 26

¢ Ay

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
kebijaksanaan teknis pembinaan, bimbingan dan pengendalian program keluarga
berencana dan kesehatan reproduksi, pemberdayaan keluarga dan Advokasi.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 25, Bidang Keluarga

Berencana mempunyai fungsi :

a. penyusunan program Bidang Keluarga Berencana;

b. penyusunan pedoman teknis program keluarga berencana;

c. koordinasi dan fasilitasi program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi,
pemberdayaan keluarga dan Advokasi
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pelaksanaan pembinaan program keluarga berencana dan kesehatan
reproduksi, pemberdayaan keluarga ¢'an Advokasi;

e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Keluarga
Berencana;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
Pasal 28

Bidang Keluarga Berencana terdiri dari:
a. Subbidang Kesehatan Reproduksi;
b. Subbidang Pemberdayaan dan Advokasi. ; »

Pasal 29

(1) Subbidang Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
dan fasilitasi kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbidang
Kesehatan Reproduksi mempunyai fungsi :

a. penyusunan program Subbidang Kesehatan Reproduksi;

b. penyusunan pedoman teknis jaminan dan pelayanan KB, peningkatan
partisipasi  pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi
kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak, kesehatan reproduksi remaja;

c. koordinasi dan fasilitasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan parisipasi
pria, penanggulangan masalah kesehatan reprcduksi' kelangsungan hidup
ibu, bayi, dan anak, kesehatan reproduksi remaja;

d. pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria,
penanggulangan masalah kesehatan reproduksi kelangsungan hidup ibu,
bayi, dan anak, kesehatan reproduksi remaja;

e. penyelenggaraan promosi’komunikasi informasi dan edukasi pemenuhan
hak-hak reproduksi;

f. penyediaan dan pendistribusian sarana, alat, obat, dan kontrasepsi;

g. pemantauan dan evaluasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan
partisipasi  pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi
kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak, kesehatan reproduksi remaja,
penyediaan dan pendistribusian sarana, alat, obat, dan kontrasepsi;

h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbidang
Kesehatan Reproduksi.

Pasal 30

(1) Subbidang Pemberdayaan dan Advokasi mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan dan fasilitasi pemberdayaan keluarga, advokasi, komunikasi,
inforrnasi dan edukasi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebageimana dimaksud ayat (1), Subbidang
Pemberdayaan dan Advckasi mempunyai fungsi:
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a. penyusunan program Subbidang Pemberdayaan dan Advckasi;

penyusunan pedoman teknis kebijakan dan pengembangan ketahanan dan
pemberdayaan keluarga, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi

c. koordinasi dan fasilitasi kebijakan dan pengembangan ketzhanan dan
pemberdayaan keluarga, advokzsi, komunikasi, informasi dan edukasi;

d. pelaksanaan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan
keluarga, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi;

e. pemantauan dan evaluasi kebijakan dan pengembangan ketzhanan dan
pemberdayaan keluarga, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi;

f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbidang
Pemberdayaarn dan Advokasi.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 35

&

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis
di bidang keahliannya masing-masing;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam subkelompok sesuai dengan
kebutuhan dan keahliannya dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional
senior;

(3) Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung
kepada Kepala Badan;

(4) Kebutuhan jabatan fungsional dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat,
jenis, dan beban kerja;

(5) Pembinaan terhadap tenaga fungsiona!l dilakukan sesuai dengan peraturan
perundarg-undangan yang berfaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 101 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas dan Tatakerja Kantor
Pemberdayaan Perempuan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dinyatakan tidak

berlaku.
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